Menimbang:

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : %0 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN TAX CLEARANCE
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112
Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam
pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah, disebutkan Pemerintah Daerah
dapat melakukan Konfirmasi dan penelitian terhadap
pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon

layanan tertentu;

b. berdasarkan ketentuan Pasal Tr ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik, disebutkan segala biaya perizinan berusaha,
yang salah satunya adalah Pajak Daerah, wajib dibayar
oleh Pelaku Usaha sesuai ketentuan  peraturan

perundangan-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a
dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tentang Pemberlakuan Tax Clearance di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tegal;



Mengingat :

1.

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor
42);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Tata Cara Perpajakan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262 ) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terahir dengan Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2009
Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999 );

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 ) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Noor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Tepublik Indonesia Nomor 5101);

Peratuuran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 13 Tahun 2007
Tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Pereturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 92);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 80);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012

tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal



Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 81);

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor
12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor
7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURANBUPATI TENTANG PEMBERLAKUKAN TAX CLEARANCE
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Tegal.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.

Bupati adalah Bupati Tegal.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenagan Daerah.

Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati
adalah peraturan yangditetapkan oleh kepala daerahsebagai

pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifatmengatur dan

mengikat secara umum.

Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupetan Tegal.

DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang olehorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan
selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunanyang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau
bangunan.

Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk
memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status
Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
Layanan Publik Tertentu adalah layanan tertentu yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Tax Clearance adalah keterangan bebas dari tunggakan pajak daerah.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan pajak

Wajib Pajak  adalah orang  pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak,dan pemungutpajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakansesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.



Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman
dalam pelayanan atas Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah
Dalam Pemberian Layanan Publik

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini:
a. mengoptimalkan penerimaan pajak daerah; dan

b. meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB II
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN TAX CLEARANCE

PADAKONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 4

(1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan Tax Clearance pada

konfirmasi status wajib pajak daerah diantaranya meliputi :

a pelayanan Perizinan dan Non perizinan oleh Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu,;

b. pelayanan rekomendasi dan/atau sejenisnya yang dilakukan
oleh OPD lain yang nantinya memiliki akses terhadap Pajak
Daerah; dan

(. pelayanan terhadap masyarakat oleh Pemerintah Desa/

Kelurahan/ Kecamatan;

(2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan
keterangan bebas fiskal daerah dengan status bebas piutang pajak
daerah;

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN TAX CLEARANCE PADA
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
ATAS JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal S

(1) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara

elektronik melalui Aplikasi E-PBB dan SIMPATDA



(2) Konfirmasi status wajib pajak daerah dilakukan oleh OPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

(3) Konfirmasi dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui Sistem Informasi Aplikasi Bappenda;

(4) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status telah
memenuhi kewajiban pembayaran perpajakanya, maka layanan

publik tertentu dapat diberikan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal : 1 (esember 2030

BUPATI TEGAL, l/

T UMI AZIZAH

Diundangkan Di Slawi,
pada tanggal : 1 Oegsemaber 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO



